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ABSTRAK

Perdagangan elektronik (e-commerce) telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir,
dengan meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan secara online. Salah satu aspek utama yang
mendukung e-commerce adalah kontrak digital, yang memungkinkan transaksi dilakukan secara efisien
dan aman. Namun, meskipun peranannya penting, kontrak digital sering kali menghadapi hambatan
hukum karena adanya perbedaan regulasi antar negara. Negara-negara dengan sistem hukum yang
berbeda memiliki pendekatan yang berbeda pula dalam mengatur kontrak digital, termasuk pengakuan
tanda tangan elektronik dan perlindungan konsumen. Harmonisasi hukum kontrak digital menjadi krusial
untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien dan mengurangi hambatan hukum dalam e-
commerce global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam harmonisasi hukum
kontrak digital dan untuk mengeksplorasi regulasi internasional yang ada, seperti yang diusulkan oleh
UNCITRAL dan Uni Eropa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
menganalisis literatur yang relevan, dokumen perundang-undangan, serta peraturan internasional yang
terkait dengan kontrak digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan harmonisasi
hukum kontrak digital cukup besar, penerapan standar internasional dapat memfasilitasi transaksi lintas
batas dan meningkatkan efisiensi serta perlindungan konsumen. Penelitian ini juga mengusulkan
pentingnya kolaborasi internasional dalam mewujudkan regulasi yang lebih seragam.

Kata Kunci: Harmonisasi peraturan, e-commerce, kontrak digital

ABSTRACT

Electronic commerce (e-commerce) has grown rapidly in the last two decades, with an increasing number
of transactions conducted online. One of the main aspects supporting e-commerce is digital contracts,
which allow transactions to be conducted efficiently and securely. However, despite their important role,
digital contracts often face legal barriers due to differences in regulations between countries. Countries
with different legal systems have different approaches to regulating digital contracts, including the
recognition of electronic signatures and consumer protection. Harmonization of digital contract law is
crucial to create a more efficient trading system and reduce legal barriers in global e-commerce.

This study aims to identify the challenges and opportunities in the harmonization of digital contract law
and to explore existing international regulations, such as those proposed by UNCITRAL and the European
Union. The research methodology used is a qualitative approach by analyzing relevant literature, legal
documents, and international regulations related to digital contracts. The results of this study indicate that
although the challenges of harmonizing digital contract law are quite large, the application of international
standards can facilitate cross-border transactions and increase efficiency and consumer protection. This
study also proposes the importance of international collaboration in realizing more uniform regulations.

Keywords: Harmonization of regulations, E-Commerce, digital contract

PENDAHULUAN

Perdagangan elektronik atau e-commerce telah mengalami pertumbuhan yang pesat
dalam dua dekade terakhir, menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi global. Dalam
konteks ini, kontrak digital memainkan peran yang sangat penting. Kontrak digital merujuk pada
perjanjian yang disepakati oleh para pihak melalui platform digital yang memungkinkan
transaksi tanpa interaksi fisik. Dalam banyak. kasus, kontrak ini menggunakan tanda tangan
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elektronik atau digital signatures sebagai alat otentikasi untuk menggantikan tanda tangan
manual yang ada dalam kontrak konvensional. Kontrak digital mempermudah dan mempercepat
proses transaksi bisnis, baik di tingkat domestik maupun internasional, yang sebelumnya
memerlukan pertukaran dokumen fisik dan prosedur yang lebih rumit.

Namun, meskipun adopsinya yang semakin luas, kontrak digital tidak terlepas dari
sejumlah tantangan hukum yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh
para pelaku bisnis adalah perbedaan regulasi hukum yang ada di berbagai negara.
Ketidaksesuaian dalam sistem hukum antar negara sering kali menimbulkan kesulitan bagi
individu atau perusahaan yang ingin melakukan transaksi lintas negara melalui kontrak digital.
Hal ini mencakup perbedaan dalam pengakuan tanda tangan elektronik, persyaratan keabsahan
kontrak digital, serta perlindungan konsumen yang terlibat dalam transaksi digital.

Pada dasarnya, negara-negara dengan sistem hukum vyang berbeda memiliki
pendekatan yang berbeda pula dalam mengatur kontrak digital. Negara-negara dengan sistem
hukum civil law, seperti yang banyak diterapkan di negara-negara Eropa dan Asia, lebih
menekankan pada aturan formal dan prosedural yang ketat dalam pembuatan dan pengesahan
kontrak. Negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti Amerika Serikat dan
Inggris, cenderung memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap inovasi,
termasuk dalam hal pengakuan tanda tangan elektronik dan kontrak digital. Sebagai contoh,
Amerika Serikat melalui ESIGN Act telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengakuan
tanda tangan elektronik, meskipun tidak semua negara bagian di AS menerapkannya secara
seragam. Sementara itu, negara-negara Eropa seperti yang diatur dalam Regulasi eIDAS
(Electronic Identification and Trust Services) menetapkan standar yang lebih terperinci
mengenai pengakuan tanda tangan elektronik dan identifikasi digital.?

Perbedaan ini, meskipun mencerminkan karakteristik dan tradisi hukum masing-masing
negara, sering kali menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang melakukan transaksi
lintas negara. Misalnya, kontrak digital yang sah di satu negara belum tentu sah di negara lain
jika tidak memenuhi persyaratan lokal atau regulasi yang ada. Hal ini tidak hanya menimbulkan
kebingungannya di tingkat perusahaan, tetapi juga mempengaruhi keamanan hukum bagi
konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut, terutama dalam hal pengembalian barang,
jaminan hak, dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, perlindungan konsumen dalam konteks transaksi digital juga menjadi isu
penting yang harus dihadapi. Konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik sering kali
merasa kurang dilindungi dibandingkan dengan transaksi konvensional. Dalam banyak kasus,
mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan penjual atau penyedia
layanan, yang meningkatkan potensi penyalahgunaan atau penipuan. Oleh karena itu,
peraturan perlindungan konsumen yang lebih jelas dan seragam dalam transaksi digital sangat
penting untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan transparan. Beberapa
negara telah mulai mengadopsi undang-undang yang lebih ketat mengenai perlindungan data
pribadi dan penyelesaian sengketa, tetapi penerapan ini belum selalu seragam di seluruh dunia.

Di sisi lain, para pelaku bisnis juga menghadapi tantangan dalam mengatur keabsahan
dan validitas kontrak digital. Meskipun tanda tangan elektronik sudah diakui di banyak negara,
prosedur untuk mengesahkan kontrak digital tetap bervariasi, yang mempengaruhi efisiensi
transaksi lintas negara. Sebagai contoh, standar untuk tanda tangan elektronik yang diterima
di Eropa mungkin tidak sepenuhnya diterima di Amerika Serikat atau negara Asia lainnya,
sehingga membuat proses verifikasi kontrak menjadi lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih
lama.?

1 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Model Law on Electronic
Commerce with Guide to Enactment (New York: United Nations, 1996),
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce

2 U.S. Congress, Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act), Public Law
No. 106-229, 30 June 2000, https://www.congress.gov/bill/106th-congress/house-bill/1714.
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Oleh karena itu, harmonisasi hukum kontrak digital menjadi krusial untuk menciptakan
kemudahan bertransaksi, mengurangi hambatan yang disebabkan oleh perbedaan regulasi, dan
memperkuat keamanan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital.
Harmonisasi hukum di bidang kontrak digital akan memungkinkan terciptanya suatu kerangka
hukum yang lebih seragam, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya transaksi dan
memberikan kepastian hukum lebih besar bagi para pelaku e-commerce dan konsumen.

Harmonisasi hukum tidak hanya terbatas pada pengakuan tanda tangan elektronik atau
persyaratan teknis lainnya, tetapi juga pada aspek-aspek substansial yang lebih luas, termasuk
hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi digital, pengaturan penyelesaian sengketa secara
internasional, serta penguatan peraturan perlindungan konsumen dalam perdagangan online.
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi, khususnya di bidang blockchain dan smart
contracts, tantangan harmonisasi hukum akan semakin kompleks dan memerlukan solusi yang
lebih terintegrasi antar negara dan kawasan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan
yang muncul dalam harmonisasi hukum kontrak digital dan mencari solusi-solusi yang dapat
diterapkan untuk mengatasi perbedaan hukum yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk
menganalisis peraturan internasional yang ada, seperti yang diusulkan oleh UNCITRAL dan Uni
Eropa, serta untuk mengidentifikasi best practices dari negara-negara yang telah berhasil
menyelaraskan peraturan mereka dalam bidang kontrak digital. Dalam konteks ini, harmonisasi
hukum dapat dicapai melalui dua jalur utama: pertama, penerapan standar internasional yang
diakui secara global, dan kedua, melalui fleksibilitas dalam peraturan domestik yang
memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.3

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai
potensi harmonisasi hukum kontrak digital dalam meningkatkan efisiensi transaksi internasional
dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi negara-negara yang ingin mengoptimalkan
potensi e-commerce mereka, sambil tetap menjaga keamanan dan perlindungan bagi konsumen
di era digital ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
menggambarkan dan menganalisis secara mendalam regulasi hukum yang berkaitan dengan
kontrak digital dan tanda tangan elektronik di berbagai negara. Pendekatan ini dipilih karena
metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif tentang peraturan-peraturan yang ada, tantangan yang dihadapi dalam proses
harmonisasi hukum, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyatukan perbedaan
regulasi yang ada di tingkat internasional. Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini memberi
penekanan pada analisis substansial, bukan hanya statistik atau data numerik, sehingga
memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual mengenai dinamika hukum dalam e-
commerce dan kontrak digital.

Dalam penelitian ini, beberapa langkah strategis diambil untuk menganalisis dan menggali
berbagai aspek yang terkait dengan kontrak digital, baik dari segi hukum internasional maupun
peraturan yang berlaku di tingkat nasional di berbagai negara. Berikut adalah penjelasan lebih
rinci mengenai langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini:

1. Studi Literatur

Langkah pertama dalam metodologi ini adalah melakukan studi literatur yang mendalam
untuk mengidentifikasi sumber-sumber utama yang membahas kontrak digital dan regulasi
terkait. Literatur yang dianalisis mencakup artikel-artikel jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta
dokumen perundang-undangan yang berlaku di berbagai negara. Studi literatur ini bertujuan
untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konsep dasar kontrak digital,

3 OECD, "Digital Transformation in Trade and the Future of the Internet Economy," OECD Digital
Economy Papers, No. 271 (Paris: OECD Publishing, 2020), https://www.oecd-ilibrary.org.
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perkembangan terkini dalam regulasi hukum yang mengaturnya, serta tantangan yang dihadapi
oleh negara-negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda.

Dalam studi literatur ini, peneliti mengkaji berbagai perspektif mengenai pengaturan
kontrak digital yang meliputi aspek teknis seperti tanda tangan elektronik, validitas kontrak
digital, dan keamanan transaksi online. Literatur yang dianalisis juga mencakup peraturan
internasional yang relevan, seperti yang diterbitkan oleh UNCITRAL (United Nations Commission
on International Trade Law), serta peraturan dari Uni Eropa, seperti Regulasi eIDAS yang
mengatur mengenai identifikasi elektronik dan layanan kepercayaan elektronik. Dengan
menganalisis sumber-sumber ini, penelitian ini dapat memperoleh wawasan yang lebih luas
mengenai dasar hukum yang ada serta kesenjangan dalam penerapan hukum kontrak digital
secara global.*

2. Studi Perbandingan

Langkah kedua adalah melakukan studi perbandingan antara peraturan-peraturan yang
ada di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Negara-negara ini memiliki
karakteristik hukum yang beragam, seperti sistem hukum civil law yang banyak diterapkan di
negara-negara Eropa dan Asia, serta sistem hukum common law yang dominan di Amerika
Serikat dan Inggris.

Studi perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam pengaturan
kontrak digital, terutama dalam hal pengakuan tanda tangan elektronik, persyaratan validitas
kontrak, dan perlindungan konsumen. Di negara-negara dengan sistem hukum civil law, seperti
Prancis dan Jerman, peraturan mengenai kontrak digital lebih formal dan prosedural, sering kali
mencakup ketentuan yang lebih rinci mengenai bentuk dan validitas tanda tangan elektronik.
Sebaliknya, negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti Amerika Serikat dan
Inggris, cenderung lebih fleksibel dalam mengatur kontrak digital, dengan memberikan ruang
bagi inovasi dan teknologi baru yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

Perbandingan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kelebihan dan
kekurangan dari masing-masing pendekatan yang diterapkan oleh negara-negara tersebut.
Misalnya, Amerika Serikat mengakui tanda tangan elektronik melalui ESIGN Act dan UETA
(Uniform Electronic Transactions Act), yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk
pengakuan dan penerimaan kontrak digital secara luas.

Sementara itu, Uni Eropa memiliki regulasi yang lebih terstruktur melalui Regulasi eIDAS,
yang memberikan pedoman ketat mengenai tanda tangan elektronik dan identifikasi digital,
yang bertujuan untuk menjamin keamanan transaksi digital di seluruh negara anggota Uni
Eropa.>

Studi perbandingan ini juga mencakup kajian mengenai peraturan perlindungan
konsumen dalam transaksi digital, yang sangat penting mengingat adanya risiko penipuan dan
pelanggaran data pribadi yang lebih tinggi dalam transaksi elektronik. Negara-negara dengan
regulasi yang lebih maju seperti Uni Eropa memberikan perlindungan yang lebih ketat terhadap
data pribadi melalui GDPR (General Data Protection Regulation), sedangkan negara-negara lain
mungkin belum memiliki perlindungan yang sebanding.

3. Analisis Dokumen Internasional

Langkah ketiga yang diambil adalah analisis dokumen internasional, yang melibatkan
kajian terhadap regulasi dan pedoman internasional yang berkaitan dengan kontrak digital dan
perdagangan elektronik. Salah satu sumber utama yang dianalisis adalah UNCITRAL Model Law
on Electronic Commerce, yang telah diadopsi oleh banyak negara sebagai acuan untuk

4 eIDAS Regulation (EU) European Parliament and the Council, Regulation (EU) No 910/2014 of the
European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on Electronic Identification and Trust Services for
Electronic Transactions in the Internal Market and Repealing Directive 1999/93/EC, Official Journal of the
European Union, 23 July 2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910.

5 Gringauz, M., and Lichtenstein, Y., "Legal Framework of Electronic Signature and Electronic
Contracts: A Global Perspective," International Journal of Law and Information Technology 28, no. 3 (2020):
219-238, https://academic.oup.com/ijlit/article/28/3/219/5850452.
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menyusun peraturan domestik mengenai kontrak digital. Model hukum ini menawarkan
pedoman dasar yang dirancang untuk membantu negara-negara menyesuaikan hukum mereka
dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga transaksi digital lintas negara dapat
dilakukan dengan lebih efisien dan aman.

Selain UNCITRAL, penelitian ini juga mengkaji regulasi internasional lainnya yang relevan,
seperti Regulasi eIDAS yang diterbitkan oleh Uni Eropa. Regulasi ini mengatur tentang
identifikasi elektronik dan layanan kepercayaan elektronik, serta menetapkan standar yang
harus dipatuhi oleh negara-negara anggota Uni Eropa untuk memastikan bahwa kontrak digital
dan tanda tangan elektronik diakui di seluruh kawasan. eIDAS bertujuan untuk menciptakan
kepercayaan digital yang lebih besar, sehingga transaksi elektronik dapat dilakukan dengan
lebih aman, dan peraturan ini telah menjadi salah satu contoh utama dari harmonisasi hukum
di tingkat internasional.®

Kajian terhadap dokumen internasional ini juga mencakup peraturan yang terkait dengan
perdagangan internasional, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa dalam
transaksi digital. Beberapa peraturan internasional mengatur cara negara-negara dapat bekerja
sama untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak digital, misalnya dengan
menggunakan sistem arbitrase internasional atau mediasi untuk menghindari proses peradilan
yang panjang dan mahal. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana regulasi internasional
ini dapat membantu mengatasi tantangan hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum
di tingkat nasional.

4. Pendekatan Normatif-Analitis

Selain langkah-langkah di atas, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan normatif-
analitis untuk menganalisis bagaimana peraturan domestik dan internasional saling berinteraksi
dalam memfasilitasi harmonisasi hukum kontrak digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti
untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh negara-negara untuk
meningkatkan  keseragaman hukum dalam perdagangan digital, sambil tetap
mempertimbangkan kepentingan nasional dan perlindungan konsumen yang lebih baik..

HASIL
A. Tantangan dalam Harmonisasi Hukum Kontrak Digital

Harmonisasi hukum kontrak digital adalah proses yang kompleks yang melibatkan
penyatuan aturan-aturan hukum dari berbagai negara untuk memfasilitasi transaksi elektronik
lintas batas. Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi ini adalah perbedaan mendalam
dalam sistem hukum yang ada di berbagai negara. Secara umum, sistem hukum dunia terbagi
menjadi dua kategori besar, yaitu civil law dan common law. Setiap sistem hukum ini memiliki
pendekatan yang berbeda terhadap pengaturan kontrak, termasuk kontrak digital.

1. Perbedaan Sistem Hukum: Civil Law vs Common Law

Negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, seperti negara-negara Eropa,
cenderung mengutamakan formalitas dan proseduralitas dalam proses pembuatan kontrak,
termasuk kontrak digital. Di sistem civil law, persyaratan yang ketat dalam bentuk dan prosedur
sangat diutamakan untuk menjamin otentisitas dan keabsahan kontrak. Dalam konteks kontrak
digital, negara-negara ini sering kali menetapkan persyaratan tambahan terkait pengesahan
dan verifikasi kontrak, seperti penggunaan tanda tangan elektronik yang harus memenuhi
kriteria tertentu untuk dianggap sah secara hukum.

Sebaliknya, negara-negara yang menganut sistem common law, seperti Amerika
Serikat, lebih fleksibel dalam hal persyaratan formalisme kontrak. Dalam sistem common law,
pengakuan terhadap kontrak yang dibuat secara elektronik lebih mudah diterima, selama ada
kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dan tidak melanggar prinsip-prinsip
dasar kontrak, seperti niat untuk mengikat secara hukum (intention to be bound). Hal ini

6 Kulesza, A., "Harmonizing the Law of Electronic Contracts: Challenges and Opportunities," Journal
of International Commercial Law and Technology 15, no. 1 (2020): 45-68, https://www.jiclt.com/.
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memberikan fleksibilitas bagi pelaku bisnis untuk mengadakan kontrak digital meskipun tanpa
persyaratan formal yang ketat.

2. Tanda Tangan Elektronik sebagai Titik Perbedaan

Salah satu aspek utama yang menjadi sumber perbedaan signifikan dalam kontrak
digital adalah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai bukti
otentikasi yang menandakan bahwa pihak-pihak dalam kontrak digital telah menyetujui isi
perjanjian tersebut. Namun, pengakuan dan ketentuan hukum yang mengatur penggunaan
tanda tangan elektronik sangat bervariasi di berbagai negara.

Di Amerika Serikat, pengakuan terhadap tanda tangan elektronik diatur oleh ESIGN Act
(Electronic Signatures in Global and National Commerce Act) yang disahkan pada tahun 2000.
Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengakuan tanda tangan
elektronik dalam transaksi elektronik, dengan menetapkan bahwa tanda tangan elektronik dapat
digunakan untuk mengesahkan kontrak dan perjanjian yang sebelumnya memerlukan tanda
tangan manual. ESIGN Act juga menetapkan bahwa tanda tangan elektronik dianggap sah
selama ada niat untuk menandatangani perjanjian dan persetujuan dari pihak yang terlibat.

Sebaliknya, di Uni Eropa, regulasi terkait tanda tangan elektronik lebih terperinci dan
ketat. Regulasi eIDAS (electronic IDentification, Authentication, and trust Services), yang
diterapkan sejak 2014, memberikan pedoman yang lebih rinci tentang penggunaan tanda
tangan elektronik. eIDAS menetapkan tiga jenis tanda tangan elektronik: tanda tangan
sederhana, tanda tangan yang diautentikasi, dan tanda tangan yang disertifikasi, dengan
standar yang lebih tinggi untuk tanda tangan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan
tanda tangan fisik. Negara-negara anggota Uni Eropa harus mematuhi regulasi ini, yang
bertujuan untuk menciptakan standar yang dapat diterima di seluruh pasar tunggal Eropa.”

Perbedaan dalam pengaturan tanda tangan elektronik ini menciptakan tantangan besar
bagi pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan lintas negara. Sebagai contoh, sebuah
perusahaan yang beroperasi di AS mungkin menggunakan sistem tanda tangan elektronik yang
diakui oleh ESIGN Act, namun sistem tersebut mungkin tidak memenuhi persyaratan hukum
yang ditetapkan oleh eIDAS di Eropa. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan
kesulitan bagi perusahaan yang ingin memastikan bahwa kontrak digital mereka sah secara
hukum di kedua wilayah tersebut.

3. Perbedaan Lainnya dalam Pengaturan Kontrak Digital

Selain perbedaan dalam pengakuan tanda tangan elektronik, tantangan lain yang
dihadapi dalam harmonisasi hukum kontrak digital adalah ketidakselarasan dalam pengaturan
terkait validitas kontrak digital, perlindungan konsumen, dan keamanan data. Beberapa negara
mengatur perlindungan konsumen secara lebih ketat, sementara yang lain mengutamakan
kebebasan berkontrak. Sebagai contoh, Uni Eropa memiliki regulasi yang lebih ketat mengenai
perlindungan data pribadi melalui Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR), yang
mempengaruhi cara perusahaan menangani data pribadi dalam transaksi digital. Di sisi lain,
negara-negara lain mungkin memiliki regulasi yang lebih longgar terkait dengan perlindungan
konsumen dan data pribadi.

Perbedaan-perbedaan ini menuntut adanya upaya harmonisasi untuk memastikan
bahwa kontrak digital dapat berjalan dengan lancar di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting
bagi negara-negara untuk mengadopsi pedoman internasional yang dapat memberikan
kerangka hukum yang seragam dalam pengaturan kontrak digital dan transaksi elektronik.
Organisasi seperti UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) dan
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) terus berupaya untuk
memfasilitasi dialog antarnegara dan merumuskan standar yang dapat diterima secara global.

B. Peran Organisasi Internasional dalam Harmonisasi Hukum

7 Osterle, M., and Stiirmer, M., "Consumer Protection in Digital Transactions: Regulatory Challenges
and Global Solutions," European Business Law Review 32, no. 5 (2021): 639-660,
https://link.springer.com/article/10.1007/s10202-021-00520-5.
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Organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam upaya
harmonisasi hukum kontrak digital. Dengan sifat perdagangan elektronik (e-commerce) yang
transnasional, yaitu melibatkan berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda,
diperlukan adanya suatu kerangka hukum yang lebih terstandardisasi agar transaksi digital
dapat berjalan dengan efisien, aman, dan adil di tingkat global. Untuk itu, berbagai organisasi
internasional telah berperan aktif dalam merumuskan pedoman hukum dan standar
internasional yang dapat diadopsi oleh negara-negara untuk menciptakan keseragaman dalam
pengaturan kontrak digital.

1. UNCITRAL dan Model Law on Electronic Commerce

Salah satu organisasi yang sangat berperan dalam menciptakan harmonisasi hukum
dalam perdagangan elektronik adalah United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL). UNCITRAL, melalui Model Law on Electronic Commerce, telah menyediakan
kerangka hukum yang dapat diadopsi oleh negara-negara untuk mengatur transaksi elektronik,
termasuk kontrak digital. Model law ini pertama kali disahkan pada tahun 1996 dan telah
menjadi dasar penting bagi negara-negara yang ingin mengembangkan atau memperbarui
undang-undang perdagangan elektronik mereka.

Model Law on Electronic Commerce memberikan pedoman tentang hal-hal dasar yang
perlu diatur dalam transaksi elektronik, seperti pengakuan terhadap tanda tangan elektronik,
pengesahan kontrak digital, serta peraturan terkait dengan bukti elektronik. Salah satu tujuan
utama dari model law ini adalah untuk mengurangi ketidakpastian hukum yang seringkali
muncul akibat perbedaan regulasi antar negara. Dengan menyediakan standar hukum yang
dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara, UNCITRAL membantu
menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Beberapa negara, seperti Singapura, India, dan Kanada, telah mengadopsi prinsip-
prinsip dari Model Law UNCITRAL dalam hukum mereka, meskipun penerapannya dapat
bervariasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan hukum lokal. Melalui adopsi tersebut,
UNCITRAL berperan penting dalam membentuk suatu konsensus internasional tentang cara
mengatur transaksi digital dan kontrak elektronik di berbagai negara.

2. ISO dan Standar Internasional untuk Kontrak Digital

Di samping UNCITRAL, International Organization for Standardization (ISO) juga
berperan dalam harmonisasi hukum kontrak digital melalui penyusunan dan penerapan standar
internasional yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik dan sistem otentikasi digital. ISO
adalah organisasi internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar-standar global
di berbagai bidang, termasuk teknologi informasi.

ISO memiliki beberapa standar yang relevan dengan kontrak digital dan transaksi
elektronik. Salah satunya adalah ISO/IEC 270018, yang mengatur tentang sistem manajemen
keamanan informasi, yang mencakup perlindungan data dalam transaksi digital. Standar ini
penting karena melindungi data pribadi dan informasi penting yang terlibat dalam kontrak
digital, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap e-commerce. Selain itu,
ISO/IEC 14888° menetapkan standar tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam
transaksi digital, dengan memberikan panduan teknis mengenai bagaimana tanda tangan
elektronik dapat diterima secara sah di berbagai negara.

Adanya standar ISO memberikan manfaat besar bagi negara-negara yang ingin
mengembangkan infrastruktur hukum dan teknis mereka dalam transaksi digital. Negara-negara
dengan sistem hukum yang berbeda dapat mengadopsi standar-standar ini untuk menyusun
regulasi yang lebih harmonis, serta untuk menciptakan sistem yang dapat saling diterima di
seluruh dunia. Dengan demikian, ISO membantu mendorong terciptanya transaksi yang lebih
aman, efisien, dan terpercaya secara global.

8 ISO/IEC 27001, Information Security Management Systems, International Organization for
Standardization, 2013, https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html.

9 ISO/IEC 14888, Digital Signatures, International Organization for Standardization, 2001,
https://www.iso.org/standard/42640.html.
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3. Penerapan Pedoman Internasional dalam Kebijakan Nasional

Penerapan pedoman internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti UNCITRAL
dan ISO dalam kebijakan nasional merupakan langkah penting dalam menciptakan harmonisasi
hukum yang lebih luas. Beberapa negara telah menunjukkan komitmen mereka untuk
menyelaraskan hukum domestik mereka dengan standar internasional ini. Misalnya, Regulasi
eIDAS dari Uni Eropa, yang menetapkan aturan mengenai identifikasi elektronik dan layanan
kepercayaan untuk transaksi elektronik, telah mengadopsi banyak prinsip dari pedoman
UNCITRAL dan standar ISO. Penerapan regulasi ini memungkinkan transaksi digital lintas
negara di kawasan Uni Eropa untuk berjalan lebih lancar, dengan adanya standar yang jelas
mengenai tanda tangan elektronik dan pengesahan kontrak digital.°

Selain itu, negara-negara seperti Australia dan Singapura telah menerapkan hukum
yang mengakui tanda tangan elektronik dan kontrak digital dengan mengacu pada pedoman
internasional, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan lokal mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana organisasi internasional dapat
berperan dalam menyediakan dasar hukum yang dapat diterapkan secara global namun tetap
menghormati perbedaan-perbedaan hukum domestik.

4. Tantangan dalam Implementasi Standar Internasional

Meskipun pedoman dan standar internasional yang disusun oleh organisasi seperti
UNCITRAL dan ISO memberikan landasan hukum yang kuat, implementasi standar ini di tingkat
nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah perbedaan dalam
penerimaan teknologi di berbagai negara, serta keengganan beberapa negara untuk
mengadopsi peraturan internasional yang lebih fleksibel. Misalnya, negara-negara yang
menganut sistem hukum civil law cenderung lebih memilih untuk memiliki regulasi yang lebih
ketat dan formal dalam hal kontrak dan tanda tangan elektronik, sementara negara-negara
yang menganut sistem common law lebih terbuka terhadap inovasi dan dapat lebih cepat
mengadopsi standar internasional.!!

Selain itu, ada juga tantangan dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian sengketa
internasional terkait dengan kontrak digital. Meskipun negara-negara dapat mengadopsi standar
internasional, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diterima secara global
masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kontrak digital yang dibuat di satu negara dapat
diterima dan dipertahankan di negara lain.

5. Ke Depan: Menuju Harmonisasi Hukum yang Lebih Mendalam

Ke depan, untuk mencapai harmonisasi hukum yang lebih mendalam dalam bidang
kontrak digital, negara-negara perlu meningkatkan kolaborasi mereka dengan organisasi
internasional seperti UNCITRAL, ISO, dan lembaga lainnya yang berfokus pada perdagangan
elektronik. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, seperti arbitrase atau
mediasi digital, juga perlu diperkuat agar pelaku bisnis dan konsumen di seluruh dunia dapat
merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi digital lintas negara.?

C. Peluang untuk Mencapai Harmonisasi Hukum Kontrak Digital

Untuk mencapai harmonisasi hukum dalam pengaturan kontrak digital, negara-negara
di dunia harus mengadopsi standar internasional yang sudah terbukti efektif dalam mendorong
perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) secara global. Harmonisasi hukum ini
sangat penting, mengingat transaksi digital kini melibatkan berbagai negara dengan sistem
hukum yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi transaksi lintas batas yang lebih

10 Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on
Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market, Official Journal of
the European Union, 23 July 2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910.

11 H, E. L. Biedenkapp, "The Recognition of Electronic Signatures in International Transactions," Journal
of International Commercial Law and Technology, 13, no. 4 (2018): 255-267, https://www.jiclt.com.

12 OECD, "Digital Transformation in Trade and the Future of the Internet Economy," OECD Digital
Economy Papers, No. 271 (Paris: OECD Publishing, 2020), https://www.oecd-ilibrary.org.
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efisien dan aman, negara-negara perlu merumuskan dan mengadaptasi regulasi domestik
mereka sesuai dengan standar internasional yang diterima di seluruh dunia. Salah satu cara
utama untuk mewujudkan ini adalah dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang sudah ada dalam
kerangka hukum internasional, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan regulasi eIDAS,
serta UNCITRAL dengan Model Law on Electronic Commerce.

1. Penerapan Regulasi eIDAS di Uni Eropa

Salah satu contoh penting dalam penerapan standar internasional yang mendukung
harmonisasi hukum kontrak digital adalah regulasi eIDAS (Electronic Identification and Trust
Services) yang diterbitkan oleh Uni Eropa. Regulasi eIDAS, yang berlaku mulai tahun 2016,
mengatur pengakuan tanda tangan elektronik, identifikasi elektronik, dan layanan kepercayaan
yang digunakan dalam transaksi digital di kawasan Uni Eropa. Regulasi ini memastikan bahwa
tanda tangan elektronik dan alat identifikasi digital dapat digunakan secara sah di seluruh
negara anggota Uni Eropa, dengan menetapkan standar yang jelas mengenai persyaratan teknis
dan prosedural yang perlu dipenuhi.

Salah satu hal yang menonjol dalam regulasi eIDAS adalah pengakuan terhadap tanda
tangan elektronik sebagai alat otentikasi yang sah dan sahih, dengan membedakan beberapa
jenis tanda tangan elektronik berdasarkan tingkat keamanannya. Sebagai contoh, tanda tangan
elektronik yang diterima oleh eIDAS adalah tanda tangan elektronik yang telah memenuhi
standar keamanan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi. Hal ini sangat
membantu dalam menciptakan keseragaman dan kepastian hukum, baik untuk perusahaan
yang melakukan transaksi internasional maupun konsumen yang terlibat dalam transaksi digital.

Dengan mengadopsi eIDAS, Uni Eropa berhasil memberikan kejelasan hukum mengenai
pengaturan kontrak digital dan transaksi elektronik, yang memfasilitasi perdagangan lintas
batas. Pengakuan ini juga mendorong negara-negara non-UE untuk mempertimbangkan
penerapan regulasi serupa agar mereka dapat lebih mudah melakukan transaksi dengan
negara-negara anggota Uni Eropa.

2. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

Di tingkat internasional, UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade
Law) telah merumuskan Model Law on Electronic Commerce yang bertujuan untuk
menyelaraskan peraturan nasional tentang perdagangan elektronik. Model Law ini pertama kali
disahkan pada tahun 1996 dan telah menjadi referensi penting bagi banyak negara dalam
menyusun peraturan terkait kontrak digital dan transaksi elektronik.

UNCITRAL Model Law memberikan pedoman dasar mengenai pengakuan tanda tangan
elektronik, pengaturan bukti elektronik dalam transaksi digital, dan keabsahan kontrak digital.
Salah satu prinsip yang diusung oleh UNCITRAL adalah pengakuan bahwa kontrak elektronik
yang dibuat dengan menggunakan media elektronik harus memiliki efek hukum yang sama
seperti kontrak konvensional yang dibuat secara manual. Dengan demikian, negara-negara
yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam Model Law ini dapat memastikan bahwa kontrak digital
yang dibuat secara elektronik akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Penerapan Model Law oleh negara-negara seperti Kanada, India, dan Singapura
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang diusulkan oleh UNCITRAL dapat diadaptasi dengan
mudah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Penerapan Model
Law ini juga membantu negara-negara untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih
harmonis dalam perdagangan internasional, dengan mengurangi ketidakpastian hukum yang
dapat timbul akibat perbedaan regulasi nasional.

3. Fleksibilitas Hukum dalam Penyesuaian dengan Perkembangan Teknologi

Meskipun penerapan standar internasional seperti eIDAS dan UNCITRAL Model Law
memberikan dasar yang kuat untuk harmonisasi hukum, negara-negara juga perlu
memperhatikan fleksibilitas dalam menyusun regulasi kontrak digital mereka. Fleksibilitas ini
sangat penting untuk memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan
dinamika pasar digital global yang terus berubah.

Contohnya, dengan pesatnya perkembangan teknologi baru seperti blockchain dan
smart contracts, negara-negara perlu mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi ini
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dalam regulasi kontrak digital mereka. Smart contracts, yang memungkinkan eksekusi kontrak
secara otomatis berdasarkan kode yang sudah diprogram, menawarkan potensi besar untuk
meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi. Namun, untuk memanfaatkan potensi
ini, negara-negara harus merumuskan aturan yang dapat mencakup hal tersebut tanpa
mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak yang ada.

Fleksibilitas hukum juga diperlukan dalam hal penyelesaian sengketa, yang merupakan
bagian penting dari transaksi digital. Dengan transaksi yang semakin sering dilakukan secara
internasional, negara-negara perlu memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa lintas
negara yang berbasis pada prinsip-prinsip internasional. Salah satu contoh adalah penguatan
penggunaan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa kontrak digital, yang
memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus
terjebak dalam sistem peradilan nasional yang berbeda-beda.

4, Kolaborasi Internasional dalam Harmonisasi Hukum

Untuk mencapai harmonisasi hukum yang lebih luas, negara-negara juga harus
berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam forum-forum internasional, seperti World Trade
Organization (WTO) dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)!313.
Forum-forum ini dapat menjadi tempat bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman,
mengidentifikasi tantangan baru, dan menyusun pedoman internasional yang lebih
komprehensif terkait kontrak digital dan transaksi elektronik.

Kolaborasi ini juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak
hanya memperhatikan kebutuhan ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen, privasi
data, dan aspek-aspek sosial lainnya dalam transaksi digital. Dengan adanya dialog terbuka
antara negara-negara dan organisasi internasional, maka akan lebih mudah untuk menciptakan
kerangka hukum yang dapat diterima secara global.

D. Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Digital

Salah satu aspek yang sering terabaikan namun sangat penting dalam konteks kontrak
digital adalah perlindungan konsumen. Meskipun kemajuan teknologi dan adopsi perdagangan
elektronik (e-commerce) menawarkan banyak keuntungan, seperti kemudahan transaksi,
aksesibilitas global, dan efisiensi biaya, konsumen sering kali menghadapi tantangan yang tidak
dihadapi dalam transaksi konvensional. Karena sifatnya yang berbasis online, konsumen dalam
transaksi digital sering kali tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan
penjual atau penyedia layanan, sehingga meningkatkan potensi penyalahgunaan dan penipuan.

1. Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Digital

Salah satu tantangan terbesar bagi konsumen dalam kontrak digital adalah bagaimana
menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dalam transaksi fisik, konsumen dapat dengan
mudah mengajukan keluhan atau mencari solusi dengan mengunjungi toko atau menghubungi
penyedia layanan secara langsung. Namun, dalam transaksi online, keterbatasan akses fisik dan
perbedaan yurisdiksi sering kali menyulitkan konsumen untuk menyelesaikan sengketa.

Untuk itu, regulasi yang jelas dan komprehensif terkait dengan penyelesaian sengketa
sangat penting. Misalnya, banyak negara dan wilayah telah mulai mengembangkan mekanisme
penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dan penyelesaian sengketa online (ODR) yang
memungkinkan konsumen untuk mengajukan klaim atau keluhan secara efisien melalui platform
digital. Platform ini memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa harus bergantung pada
prosedur pengadilan yang memakan waktu dan biaya.

Penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan mudah diakses akan memberikan rasa
aman bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital, yang pada
gilirannya mendukung pertumbuhan e-commerce global.

2. Pengembalian Barang dan Klaim Garansi

Aspek lain yang sangat penting dalam perlindungan konsumen adalah prosedur
pengembalian barang dan klaim garansi dalam transaksi digital. Dalam perdagangan

13 OECD, "Digital Transformation in Trade and the Future of the Internet Economy," OECD Digital
Economy Papers, No. 271 (Paris: OECD Publishing, 2020), https://www.oecd-ilibrary.org.
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konvensional, konsumen dapat langsung memeriksa barang yang mereka beli dan meminta
pengembalian atau penggantian jika barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi.
Namun, dalam e-commerce, proses ini jauh lebih kompleks karena konsumen tidak dapat
memeriksa produk secara fisik sebelum melakukan pembelian.

Penting bagi negara-negara untuk menetapkan regulasi yang jelas mengenai hak-hak
konsumen terkait pengembalian barang, klaim garansi, dan kewajiban penjual untuk
memberikan produk yang sesuai dengan deskripsi. Beberapa negara, seperti Uni Eropa, telah
mengatur hak pengembalian barang dalam Regulasi Perlindungan Konsumen (Consumer
Protection Regulation) 4, yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan
barang dalam periode tertentu, misalnya 14 hari setelah menerima produk. Aturan ini bertujuan
untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen dan memastikan bahwa
mereka tidak dirugikan oleh produk yang tidak sesuai.

3. Keamanan Data dan Privasi Konsumen

Selain itu, dalam transaksi digital, masalah keamanan data dan privasi konsumen
menjadi isu yang sangat penting. Banyak transaksi online yang memerlukan pengumpulan
informasi pribadi dan data sensitif dari konsumen, seperti nomor kartu kredit, alamat rumah,
dan informasi akun. Tanpa perlindungan yang memadai, data ini dapat terekspos atau
disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Regulasi perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR)!®
di Uni Eropa, memberikan standar yang ketat tentang bagaimana data pribadi harus
dikumpulkan, disimpan, dan dikelola. Dalam hal ini, negara-negara harus memastikan bahwa
ada regulasi yang melindungi privasi konsumen dan mengatur pemrosesan data pribadi oleh
perusahaan yang beroperasi di pasar digital. Penerapan standar keamanan data yang tinggi
akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara elektronik.

4. Transparansi dan Keadilan dalam Perdagangan Digital

Selain mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan data, aspek lain yang tidak
kalah penting adalah transparansi dan keadilan dalam perdagangan digital. Konsumen harus
diberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai produk atau layanan yang mereka
beli, termasuk harga, deskripsi produk, biaya tambahan, dan kebijakan pengembalian barang.

Regulasi yang mengatur tentang kewajiban informasi dan praktik yang adil dalam iklan
dan promosi sangat penting dalam memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan
yang berdasarkan informasi yang akurat. Salah satu contoh adalah Consumer Rights Directive’®
di Uni Eropa yang mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang
transparan sebelum melakukan pembelian online.

5. Penerapan Regulasi Perlindungan Konsumen Secara Global

Melihat pentingnya perlindungan konsumen, langkah-langkah internasional untuk
menciptakan kerangka hukum yang mengatur hak-hak konsumen dalam e-commerce juga perlu
diperhatikan. Beberapa organisasi internasional, seperti UNCITRAL dan OECD 7, telah
mengembangkan pedoman yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam
perdagangan elektronik. OECD misalnya, mendorong negara-negara untuk memperkenalkan

14 European Parliament and the Council, Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the
Council on Consumer Rights, Official Journal of the European Union, 25 October 2011, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A3201110083.

15 European Parliament and the Council, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data (GDPR),
Official Journal of the European Union, 27 April 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

16 European Parliament and the Council, Regulation (EU) No 910/2014 on Electronic Identification and
Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market (eIDAS Regulation), Official Journal of the
European Union, 23 July 2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910.

17 OECD, "OECD Guidelines on Consumer Protection in E-Commerce," OECD, 2016,
https://www.oecd.org/consumer/consumer-policy-making/.

11 Copyright © 2024 Pada Penulis
(e |


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

Tekso: Jurnal Penelitian Sosial, Volume 1, Nomor 2, Desember 2024: 1-14

regulasi yang mengutamakan perlindungan hak-hak konsumen, termasuk penyelesaian
sengketa dan perlindungan data.

Seiring dengan meningkatnya volume transaksi digital dan dampaknya terhadap
masyarakat global, penting bagi negara-negara untuk memperkuat perlindungan konsumen
melalui regulasi yang lebih harmonis dan terkoordinasi di tingkat internasional. Dengan standar
yang lebih seragam, akan lebih mudah bagi konsumen untuk melindungi hak-hak mereka, serta
bagi pelaku bisnis untuk beroperasi di pasar internasional dengan lebih percaya diri.

KESIMPULAN

Harmonisasi hukum kontrak digital merupakan salah satu tantangan utama dalam era
globalisasi perdagangan elektronik. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan e-
commerce, kontrak digital telah menjadi elemen krusial dalam memastikan kelancaran transaksi
bisnis lintas negara. Namun, perbedaan sistem hukum antar negara—terutama antara negara
dengan sistem hukum civil law dan common law—sering kali menjadi hambatan signifikan dalam
menciptakan kerangka hukum yang seragam untuk transaksi digital. Hal ini dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik pelaku bisnis maupun konsumen.

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pengaturan mengenai tanda tangan
elektronik. Beberapa negara mengakui tanda tangan elektronik sebagai instrumen yang sah
dalam transaksi hukum, sementara negara lain masih memperlakukan tanda tangan elektronik
dengan ketentuan yang lebih ketat. Perbedaan ini menciptakan ketidaksesuaian yang dapat
menghambat perdagangan lintas batas, serta memperburuk kepercayaan dan keamanan hukum
yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku e-commerce. Di sinilah pentingnya adopsi standar
internasional yang dapat memberikan panduan kepada negara-negara dalam menyusun
regulasi yang lebih seragam.

UNCITRAL melalui Model Law on Electronic Commerce telah memberikan dasar yang
dapat diadaptasi oleh negara-negara dalam mengharmonisasikan peraturan kontrak digital
mereka. Begitu pula dengan eIDAS dari Uni Eropa, yang menetapkan standar pengakuan tanda
tangan elektronik yang diakui di seluruh negara anggota. Standar internasional yang diusulkan
oleh organisasi-organisasi ini memberikan harapan bahwa ketidakpastian hukum yang
disebabkan oleh perbedaan regulasi antar negara dapat dikurangi, dan bahwa transaksi digital
antar negara dapat berlangsung lebih efisien dan lebih aman.

Selain adopsi standar internasional, fleksibilitas dalam peraturan domestik juga
memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka hukum yang dapat menyesuaikan diri
dengan dinamika perkembangan teknologi, seperti penggunaan blockchain dan smart contracts.
Negara-negara perlu memastikan bahwa regulasi domestik mereka tidak terlalu kaku, sehingga
dapat mengakomodasi inovasi teknologi yang muncul tanpa mengorbankan kepastian hukum
atau perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen dalam transaksi digital juga menjadi perhatian utama dalam
harmonisasi hukum kontrak digital. Konsumen yang terlibat dalam transaksi elektronik sering
kali tidak memiliki perlindungan yang memadai dibandingkan dengan transaksi konvensional,
karena mereka tidak dapat bertemu langsung dengan penjual atau penyedia layanan. Oleh
karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengadopsi peraturan yang jelas terkait dengan
penyelesaian sengketa, pengembalian.

barang, perlindungan data pribadi, dan hak-hak konsumen lainnya dalam konteks e-
commerce. Kerangka hukum yang jelas dan komprehensif tidak hanya memberikan kepastian
bagi pelaku bisnis, tetapi juga melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan dan penipuan
yang sering kali terjadi dalam transaksi digital.

Dalam kesimpulannya, untuk mewujudkan sistem hukum yang harmonis dalam kontrak
digital, negara-negara perlu mengadopsi standar internasional, mengembangkan regulasi
domestik yang fleksibel, dan memperkuat perlindungan konsumen. Langkah-langkah ini akan
menciptakan sebuah ekosistem e-commerce yang lebih efisien, aman, dan adil bagi semua pihak

Tekso: Jurnal Penelitian Sosial 12



Stevan Morado

yang terlibat. Melalui kerja sama internasional yang lebih erat dan integrasi regulasi,
perdagangan elektronik lintas negara dapat berkembang lebih pesat, dengan tingkat
kepercayaan yang tinggi dan risiko hukum yang minimal.
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